BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum dibuat untuk ditaati, namun banyak masyarakat tidak
mengerti fungsi dari hukum tersebut, bahkan banyak masyarakat yang
melanggar bahkan berbuat kejahatan. Di Indonesia hukum yang mengatur
tentang hukuman bagi pelaku kejahatan diatur dalam KUHP (Kitab
Undang-undang Hukum Pidana) hukum pidana yaitu, peraturan hukum
yang mencakup keharusan dan larangan serta bagi pelanggarnya akan
dikenakan sanksi hukuman terhadapnya.!

Di Indonesia terdapat sumber hukum formil dan sumber hukum
materiil, mengenai sumber hukum formil dari hukum pidana yaitu
KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dan sumber
hukum materiilnya adalah KUHP (Kitab Undang-undang Hukum
Pidana), dalam KUHP membahas tentang ketentuan-ketentuan dan
hukuman bagi pelaku tindak pidana sedangkan dalam KUHAP membahas
tentang beracara dalam persidangan. Tindak pidana harus dibedakan
antara pelanggaran dan kejahatan dalam kedua kata tersebut berbeda
karena ditinjau dari niat dan perbuatan itu disengaja atau tidak disengaja.

Dalam hukum pidana terdapat suatu hukuman, yang dimaksud
hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan

oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-

! M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 269.



undang,? didalam hukum pidana terdapat dua jenis hukuman seperti yang
dicantumkan dalam pasal 10 KUHP, hukuman-hukuman tersebut yaitu:?
1. Hukuman-hukuman pokok
a. Hukuman mati
b. Hukuman penjara
¢. Hukuman kurungan
d. Hukuman denda
2. Hukuman-hukuman tambahan
a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu
b. Perampasan barang yang tertentu
c. Pengumuman keputusan hakim
Di agama Islam pun terdapat hukum yang mengatur tentang
kejahatan (Jarimah) yang disebut dengan hukum pidana Islam,
pembahasan hukum pidana Islam ada yang menyebutnya figh jinayah dan
ada pula yang menjadikan figh jinayah sebagai subbagian yang terdapat di
bagian akhir isi sebuah kitab figh atau kitab hadis yang corak
pemaparanya seperti kitab figh.* Ditinjau dari unsur-unsur jarimah atau
tindak pidana, objek utama kajian figh jinayah dapat dibedakan menjadi
tiga bagian, yaitu a/-rukn al-syar’i atau unsur formil, al-rukn al-madi atau

unsur materiil, a/-rukn al-adabi atau unsur moril.’Dalam hukum pidana

2R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ( Bogor: Politea, 1991), 35.
3 Ibid., 34.

4 Nurul Irfan dan Masyarofah, Figh Jinayah, (Jakarta: Pena Grafika, 2013), 1.

5 Ibid., 2.



Islam terdapat tiga macam tindak pidana (jarimah) yaitu, jarimah hudud,
Jjarimah gishas atau diyat, dan jarimah ta’zir.°

Adapun yang dimaksud dengan jarimah hudud yaitu perbuatan
melanggar hukum yang jenis dan ancamannya ditentukan oleh nas, dan
yang dimaksud dengan jarimah gisas atau diyat yaitu perbuatan yang
diancam dengan gisas dan diyat, sedangkan jarimah ¢a’zir yaitu memberi
pelajaran, artinya suatu jarimah yang diancam dengan hukum ta’zir yaitu
hukuman selain Aad dan gisas diyat.’

Di Indonesia kejahatan telah marak di masyarakat,baik itu kejahatan
yang telah dilakukan atau hanya sekedar percobaan melakukan kejahatan,
terkadang seseorang yang akan melakukan tindak pidana dimulai dengan
adanya suatu percobaan, dengan adanya percobaan seseorang yang akan
melakukan tindak pidana tersebut bisa jadi akan melakukan suatu tindak
pidana akan tetapi jika percobaan tersebut berhasil maka hal tersebut
sudah menjadi suatu tindak pidana.

Tidak sedikit masyarakat yang melakukan tindak pidana percobaan
tersebut, walaupun itu hanya melakukan percobaan namun dalam hukum
pidana perbuatan tersebut bisa diancam dengan pasal 53 ayat (2) dan ayat
(3) KUHP yang berbunyi : Ayat (2) Maksimum hukuman pokok atas
kejahatan itu dalam hal percobaan dikurangi dengan sepertiga. Ayat (3)
Kalau kejahatan itu di ancam dengan hukuman mati atau penjara seumur

hidup, maka dijatuhkan hukuman penjara paling lama lima belas tahun.

6 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 12.
7 1bid., 12-13.



Hukuman bagi percobaan sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) dan
(3) KUHP dikurangi sepertiga dari hukuman pokok maksimum dan paling
tinggi lima belas tahun.®

Dalam pasal 54 KUHP menyatakan bahwa pelaku percobaan hanya
dapat di jatuhi pidana jika perbuatan pidana yang dicoba dilakukan
dikategorikan sebagai kejahatan. Dengan kata lain, mencoba melakukan
pelanggaran tidak dipidana.

Berdasarkan substansi ketentuan pasal 53 dan pasal 54 KUHP diatas,
terdapat dua hal yang perlu dikemukakan.Perfama, pada prinsipnya
mencoba melakukan suatu tindak pidana adalah perbuatan terlarang dan
bagi pelakunya dapat dikenai sanksi pidana, walaupun pengenaan
pidananya tidak sampai batas maksimum sesuai dengan yang ditentukan
dalam pasal hukum yang dilanggar, tapi dikurangi sepertiga dari
maksimum ancaman sanksi pidana. Kedua, yang dapat dikenakan pidana
hanya percobaan melakukan kejahatan, sedangkan percobaan melakukan
pelanggaran tidak dipidana.’

Jadi, suatu percobaan yang hanya dapat dipidana hanyalah suatu
percobaan melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana, namun
percobaan melakukan suatu pelanggaran itu tidak akan dikenakan
hukuman pidana.

Dalam Pasal 45 KUHP Mesir menjelaskan bahwa percobaan adalah mulai

melaksanakan suatu perbuatan dengan maksud melakukan (jinayah atau

8Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar grafika, 2008), 97.
® Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana,(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 115.



Jjanhah), tetapi perbuatan tersebut tidak selesai atau berhenti karena ada
sebab yang tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak pelaku.'”

Dari uraian pasal diatas menggambarkan bahwa suatu tindak pidana
percobaan yaitu pelaku tindak pidana memulai melaksanakan suatu
perbuatan dengan maksud melakukan suatu tindak pidana, tetapi
perbuatan tersebut tidak selesai melakukan perbuatan tersebut
dikarenakan ada suatu sebab yang menjadikan perbuatan tersbut tidak
selesai namun hal tersebut buka karena kehendak sendiri, dalam kata lain
seorang pelaku tersebut suatu akan melakukan tindak pidana atau
percobaan, pelaku ditemui oleh orang atau ada hal lain sehingga
perbuatan tersebut urung atau berhenti tanpa kehendak sendiri.

Dalam hukum pidana Islam suatu percobaan dapat dikatakan sebagai
Jjarimah yang tidak selesai (a/-Syuru’) , dan percobaan dalam hukum
pidana Islam termasuk unsur materiil, hukuman bagi pelaku tindak pidana
percobaan pencurian dalam hukum Islam tidak dikenakan hukuman hAad
atau gishas melainkan dengan hukuman ¢a zir.

Dalam hukum pidana Islam juga ada fase-fase pelaksanaan jarimah
yaitu, fase pemikiran dan perencanaan, fase persiapan, dan fase
pelaksanaan.

Pencurian dalam hukum positif mempunyai definisi, mengambil milik

orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud

UAhmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: SinarGrafika,
2004), 60.



untuk dimiliki secara melawan hukum.!! Pencurian dalam hukum pidana
di Indonesia diancam dengan Pasal 362 KUHP yang berbunyi “barang
siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian
termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu
dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian dengan hukuman
penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.
900”,!> namun pasal tersebut menjelaskan mengenai pencurian pada
umumnya, lain dengan pencurian yang disertai dengan kekerasan atau
pencurian yang lainnya.

Dalam hukum pidana Islam, pencurian menurut Mahmud Syaltut
adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang
dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut. Dan
adapun unsur-unsur dalam pencurian ada lima yaitu: Pertama,
pengambilan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kedua, yang
dicuri harus berupa harta.Ketiga, harta yang dicuri adalah sesuatu yang
berharga. Keempat, harta orang lain (bukan milik sendiri). Ke/ima, adanya
unsur kesengajaan.!3

Pencurian ada dua macam yaitu : pencurian yang hukumannya had
dan pencurian yang hukumannya ta’zir, atau dengan kata lain pencurian

berat dan pencurian ringan.'* Dalam asas legalitas mengenai hukuman

"' M. Marwan dan Jimmy P, Kamus...,499.

12 R Soesilo, Kitab Undang-undang ..., 249.

13 Rahmat Hakim, Hukum Pidana islam,(Bandung: Pustaka Setia, 2000), 84.

4 Achmad Mawardi Muslich, Hukum Pidana Islam,(Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 81.



bagi tindak pidana pencurian tertera dalam surat Al-Maidah ayat 38 yang
berbunyi:

S8 S0e A5 0 (e VGG Wy 2138 Lagaal | sdadla 48 5015 (5 )L 5
Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah
tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan

dan sebagai siksaan dari Allah.Dan Allah Maha perkasa, Maha
bijaksana.'’

Percobaan pencurian merupakan suatu tindak pidana yang masih
belum sempurna dalam artian, pelaku tindak pidana belum sempurna
melakukan tindak pidananya atau pelaku tindak pidana masih mencoba
akan melakukan pencurian namun belum sampai mencuri dikarenakan

suatu hal yang bukan atas kehendaknya sendiri.

Pelaku percobaan pencurian tersebut dapat dihukum dengan hukuman
pasal 362 jo pasal 53 ayat 1 KUHP, namun dalam putusan No.
488/Pid.B/2015/PN.Sda hakim tidak menjatuhkan hukuman sebagaimana
tertera dalam dakwaan yaitu 5 bulan dalam putusan itu hakim
memutuskan 2 bulan 15 hari, atas pertimbangan apa hakim dapat
memutuskan hukuman dalam putusan tersebut akan dibahas dalam isi

skripsi yang akan ditulis oleh penulis.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul tersebut
dengan membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman
dalam putusan No. 488/Pid.B/2015/PN.Sda, serta hukuman percobaan

pencurian ditinjau dalam hukum pidana Islam.

Departemen Agama R, A/-qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan,
2000), 151.



B. Identifikasi dan Batasan Masalah
Dari latar belakang diatas terdapat beberapa masalah dalam
penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi
sebagai berikut:
1. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana percobaan
pencurian.
2. Sanksi tindak pidana percobaan pencurian.

3. Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana percobaan pencurian.

Sedangkan batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana percobaan pencurian.
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana

percobaan pencurian dalam putusan No. 488/Pid.B/2015/PN.Sda

C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana percobaan
pencurian dalam putusan No. 488/Pid.B/2015/PN.Sda ?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana

percobaan pencurian dalam putusan No.488/Pid.B/2015/PN.Sda ?

D. Kajian Pustaka



Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau
penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan
diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak
merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang
telah ada.'¢

Penelitian tentang percobaan pencurian memang cukup banyak dan
beragam, namun keberagaman tema tersebut dapat memberikan refrensi
yang berbeda, baik dari objek maupun fokus penelitian. Hal ini dapat
dipahami dalam beberapa penelitian sebagai berikut:

“ Percobaan tindak pidana korupsi (Studi pasal 15 Undang-undang
nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
perspektif hukum pidana Islam)!” yang dibahas oleh Muhammad Arafah
membahas tentang percobaan tindak pidana korupsi, dalam hal ini bisa
dilihat perbedaan objek dengan judul penulis.

Penelitian selanjutnya yaitu “Analisis yuridis terhadap percobaan
tindak pidana pencurian dengan kekerasan'® (Studi Kasus Putusan No.
256/Pid.B/2013/PN.Mks)”, yang dibahas oleh Junaedi Azis membahas
tentang percobaan pencurian dengan kekerasan dan ditinjau dari analisis

yuridis. Memang terdapat sedikit persamaan antara judul penulis namun

16 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Teknis PenulisanSkripsi, (Surabaya: t.p,
t.t), 8.

17 Muhammad Arafah, “Percobaan tindak pidana korupsi (Studi pasal 15 Undang-undang nomor
31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi perspektit hukum pidana Islam)”,
(Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga,2010).

18 Junaedi Azis, “Analisis yuridis terhadap percobaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan
(Studi Kasus Putusan No. 256/Pid.B/2013/PN.Mks)”, (Fakultas Hukum  Universitas
Hasanuddin Makasar 2014).
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juga ada perbedaan yang terletak pada kekerasannya, judul penulis hanya
membahas percobaan pencurian tanpa kekerasan yang ditinjau dari hukum
pidana Islam.

Selanjutnya penelitian tentang “Studi Putusan Pengadilan Negeri
Kabupaten Madiun terhadap kasus pidana percobaan pembunuhan oleh
ayah kandung dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana

Islam”!?

yang dibahas oleh Sandi Pahlevi Mohammad, skripsi ini
membahas tentang percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh ayah
kandung, terdapat suatu perbedaan dengan judul yang ditulis oleh penulis
dalam hal ini penulis membahas tentang percobaan pencurian bukan
percobaan pembunuhan memang sama-sama percobaan namun terdapat
perbedaan percobaan yaitu dalam hal pemunuhan dengan pencurian.

Dari beberapa uraian judul skripsi diatas, dapat dikatakan bahwa
penelitian skripsi ini berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut.
Dalam penelitian ini peneliti mengkaji bagaimana dasar pertimbangan
hakim  dalam  putusan  Pengadilan  Negeri  Sidoarjo = No.
488/Pid.B/2015/PN.Sda, tentang percobaan pencurian dan bagaimana
pandangan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri

Sidoarjo No. 488/Pid.B/2015/PN.Sda tentang tindak pidana percobaan

pencurian, objeknya putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.

19 Sandi Pahlevi Mohammad, “Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun terhadap
kasus pidana percobaan pembunuhan oleh ayah kandung dalam perspektif hukum pidana positit
dan hukum pidana Islam’, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya, 2012).
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488/Pid.B/2015/PN.Sda tentang tindak pidana percobaan pencurian

sedangkan subjeknya adalah hakim yang memutus perkara tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditulis diatas, maka skripsi ini

bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan hukum yang dijadikan pertimbangan
hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana percobaan
pencurian.

2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi
hukum dalam putusan hakim tentang tindak pidana percobaan

pencurian.

F. Kegunaan Penelitian
1. Aspek keilmuan (Teoritis)

Hasil studi ini menambah dan memperkaya pengetahuan,
khususnya tentang putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo terhadap
tindak pidana percobaan pencurian dan bagi peneliti berikutnya, dapat
digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian yang berkaitan
dengan tindak pidana percobaan pencurian.

2. Aspek Terapan (Praktis)
Hasil studi ini dapat dijadikan sebagai informasi bagi masyarakat

tentang tindak pidana percobaan, terutama tindak pidana percobaan
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pencurian dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan,
penyuluhan khususnya bagi penegak hukum di Pengadilan Negeri

Sidoarjo serta bagi praktisi hukum pada umumnya.

G. Definisi Operasional
1. Hukum pidana Islam adalah segala perbuatan pidana yang diancam
dengan hukuman hudud, ta’zir dan gishas.*
2. Percobaan pencurian adalah usaha untuk mencoba melakukan suatu
tindak pidana pencurian .?!

Agar pembaca lebih mudah memahami isi pokok dari judul yang
diangkat, maka penulis memberikan beberapa penjelasan diatas mengenai
judul  “T7injavan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan No.
488/Pid.B/2015/PN.Sda Tentang Percobaan Pencurian’. Makna dari judul
tersebut adalah suatu usaha manusia mencapai suatu tujuan dengan
melakukan tindak pidana pencurian yang pada ahirnya tidak atau belum
tercapai urusan tersebut serta dianalisis dari sudut pandang hukum pidana

Islam.

H. Metode Penelitian

20 A. Djazuli, Figh Jinayah, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo,1997), 1.
2 W.J. S. Purwodarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 209
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1. Data yang dikumpulkan
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sehingga data yang
dikumpulkan yaitu berupa direktori putusan Pengadilan Negeri

Sidoarjo No. 488/Pid.B/2015/PN.Sda tentang percobaan pencurian.

2. Sumber Data

Berdasarkan data-data diatas, penulis menggunakan dua sumber data

yaitu:

a. Sumber data Primer adalah sumber data yang langsung
memberikan data kepada pengumpul data??, dalam hal ini penulis
mengumpulkan data primer berupa: Direktori Putusan No
488/Pid.B/2015/PN.Sda tentang percobaan pencurian dan hasil
wawancara kepada hakim yang bersangkutan.

b. Sumber data Skunder yaitu berkas-berkas yang berkaitan
langsung dengan kasus tersebut?}, dalam hal ini kasus percobaan
pencurian yaitu:

1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2) Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam.
3) M. Nurul Irfan dan Masyarofah, Figh Jinayah.

4) Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam.

5) A.Jazuli, Figh Jinayah.

6) Rahmat Hakim, Hukum Pidana islam.

22 W.I. S. Purwodarminto, Kamus Besar Bahasa..., 301.
23 ibid, 765.
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3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini digunakan
analisis kualitatif, sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto?*
dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan
data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau
observasi dan wawancara atau interview. Dimana penulis
mengumpulkan data yang berasal dari Pengadilan Negeri Sidoarjo
berupa putusan. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara
kepada hakim yang memutus perkara tersebut.
a. Studi Dokumen
Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap
penelitian hukum. Studi dokumen meliputi studi bahan-
bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer atau
bahan hukum skunder.?
b. Wawancara
Wawancara adalah suatu kegiatan komunikasi verbal
dengan tujuan mendapat informasi.”?® Wawancara yang
dilakukan penulis dengan Hakum yang memutus perkara

tersebut. Sehingga akan mendapat gambaran yang

24 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul- Press, 1986), 90.

25 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2010), 68.

26 James a Black dan Dean J. Camphion, Methods and Issues In Social Research, (terjemahan), (
Bandung: PT Refika Aditama, 1999), 306.
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menyeluruh, juga akan mendapatkan informasi yang

penting.

4. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif analisis
verifikatif. Deskripttif analisis adalah metode yang digunakan
untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau
menggambarkan data yang telah dikumpulkan.?’ dan dalam hal ini
penulis juga menverifikasi atas pertimbangan hakim dalam
memutus perkara tersebut. Dengan pola pikir deduktif yaitu
dengan cara mendeskripsikan teori tindak pidana percobaan
pencurian serta menganalisis hukuman tindak pidana percobaan
pencurian sesuai dengan Pasal 362 jo pasal 53 ayat 1 KUHP dalam
Putusan Pengadilan negeri Sidoarjo menurut hukum Pidana Islam.
5. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah pembahasan masalah-masalah dalam
studi ini, dan dapat dipahami permasalahannya secara sistematis
dan lebih terarah, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab
yang masing-masing terdiri dari sub-bab, sehingga tergambar
keterkaitannya secara sistematis. Sistematika pembahasannya

disusun sebagai berikut:

27 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum..., 169.
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Bab pertama, memuat pendahuluan yang berisi latar belakang
masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah,
kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian,
definisi operasional, metode penelitian, sumberdata, teknik
pengumpulan data, teknik analisa data dan sistematika
pembahasan.

Bab kedua, memuat tentang landasan teori yang berisi tentang
tindak pidana percobaan pencurian dalam hukum pidana Islam dan
juga hukum positif. Pada bab ini akan membahas tentang
pengertian tindak pidana percobaan pencurian, unsur-unsur
percobaan, dasar hukum percobaan pencurian serta sanksi
percobaan pencurian baik dari hukum pidana Islam juga hukum
positif.

Bab ketiga, memuat tentang deskripsi kasus percobaan
pencurian. Pada bab ini akan membahas pertimbangan hakim
terhadap sanksi pada pelaku percobaan pencurian (Putusan
Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 488/Pid.B/2015/PN.Sda), pada
bab ini juga memuat pasal-pasal yang didakwakan kepada
terdakwa.

Bab keempat, memuat tentang analisis data yang berisi
tentang analisis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana
percobaan pencurian ditinjau dari hukum pidana Islam. Dan pada

bab ini juga memuat analisa putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo
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tentang sanksi pelaku tindak pidana percobaan pencurian yang
ditinjau dari hukum pidana Islam.
Bab kelima, bab ini merupakan penutup yang berisi tentang

kesimpulan dan saran.



